MASALAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING)
HAK MILIK MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA BANGUNAN
PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN MITRA OGAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan

(NG6L PERTAy, v,
oy
%z

1963

Disusun Oleh :
ZHAFIRA AZZAHRA SYAFIYAH
NIT. 19283282
DIPLOMA IV PERTANAHAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023



ABSTRACT

Overlapping is one of the land problems where in the same hemisphere there
are two land parcels. This does not reflect the purpose of land registration carried
out by the National Land Agency (BPN) through the Land Office which is rechts-
cadastre or guarantees legal certainty. The issue of guaranteeing legal certainty is
still a problem found in the field, one of which is at the OKU District Land Office
where overlapping land rights in the area are found.

This study aims to find out about how it happened, the factors that cause it,
and recommendations for solutions to the overlapping problem between community
freehold title (HM) and building rights title (HGB) PT. Perkebunan Mitra Ogan.
This study uses an empirical legal research method with a case study approach to
analyze the problem of overlapping community land with the palm oil mill area of
PT. Perkebunan Mitra Ogan which is a state-owned company entity that plays a
role in improving the regional economy.

The data used to analyze this research are the results of interviews and
document studies and related literacy. The result of this study is an analysis of the
factors that cause overlap in terms of the issuance of rights, both internal and
external factors, along with recommendations for solutions or settlements, both

non-litigation and litigation.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, tidak jarang terjadi tumpang tindih (overlapping) antara dua atau
lebih sertipikat tanah di atas suatu objek yang sama sehingga menyebabkan
ketidakpastian hukum bagi subjek yang berhak atas tanah tersebut (Parsaulian &
Sudjito, 2019). Tumpang tindih atas tanah ini tidak sejalan dengan penyelenggaraan
pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 yang
menyatakan diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts-kadaster untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk
memastikan kepastian hukum, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui
Kantor Pertanahan sebagai lembaga administrasi negara, memberikan tanda bukti
hak atas tanah berupa sertipikat kepada pemilik yang berhak dan dapat dipercaya.
Sertipikat tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak-hak
atas kepemilikan tanah seseorang (Ramadhani, 2021).

Pada kenyataannya, alat pembuktian atas suatu bidang tanah yang diterbitkan
dalam bentuk sertipikat hak atas atas tanah bagi pemegang hak masih mengandung
kelemahan menyangkut kepastian hukum. Sertipikat tanah tetap dapat menjadi
sumber perdebatan oleh pihak-pihak hukum lain, baik itu secara individu ataupun
kolektif (kelompok masyarakat), karena terdapat informasi yang tidak akurat
mengenai data fisik dan data hukum mengenai tanah, yang menyebabkan terjadinya
tumpang tindih (overlapping) pada sertipikat tersebut (Belladina dkk., 2021).
Sebagai contoh, di Kabupaten Ogan Komering Ulu di atas tanah Negara telah
diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) milik PT. Perkebunan Mitra
Ogan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2002 dengan luas
515.590 m? yang berdasarkan HGB Nomor 1/Bindu akan berlaku sampai dengan
tanggal 28 Agustus 2032. Di sebagian areal HGB Nomor 1/Bindu atas nama PT.
Perkebunan Mitra Ogan tersebut terdapat penguasaan oleh masyarakat dansudah
terbit sebanyak 8 Sertipikat Hak Milik (HM) yang tumpang tindih terhadap HGB



tersebut.

HM tersebut mayoritas diterbitkan melalui pendaftaran tanah sistematis atau
yang populer dengan istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kementerian ATR/BPN melakukan upaya dalam mempercepat pendaftaran tanah
melalui PTSL. Tujuan dari dilaksanakannya program PTSL yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk
mencapai kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat
dengan asas cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka. Dengan demikian,
diharapkan akan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta
perekonomian negara, sambil mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik
dalam hal pertanahan.

Namun, dari tujuan tersebut masih ditemukan gap antara harapan dan
kenyataan di lapangan yang mana sertipikat atas suatu bidang tanah dapat terbit di
atas bidang tanah yang status tanahnya secara hukum tidak boleh dilekati suatu hak
atas tanah. Pendaftaran tanah masih belum dapat sepenuhnya memastikan suatu hak
atas tanah sebagaimana sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu
sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif dilihat dari penggunaan kata
“surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” dan bukan
menggunakan kata “mutlak” yang digunakan dalam sistem publikasi positif
(Panget, 2013).

Di lokasi penelitian, masyarakat yang telah memiliki HM dan terindikasi
overlapping dengan HGB PT. Perkebunan Mitra Ogan sehingga memunculkan
sengketa batas. Sebagaimana data luas bidang SHM masyarakat dari Kantor
Pertanahan Ogan Komering Ulu dan dikomparasi dengan data hasil survey dan
analisis lapangan terkait tumpang tindih tersebut diketahui 4 bidang tanah atau
setengah dari seluruh bidang yang terindikasi tumpang tindih memiliki persentase
indikasi tumpang tindih 89% s.d. 100% atau seluas 49.684 m?. Hal ini bagi
masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum dimana hak-haknya sebagai
subjek dari HM tidak terjamin sehingga menimbulkan kerugian materiil dan

immateriil.



Di lain sisi, bagi BUMN yang dalam hal ini PT. Perkebunan Mitra Ogan
sebagai badan usaha yang memegang peran penting dalam menyelenggarakan
perekonomian nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang asetnya
disebut juga sebagai kekayaan milik negara sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-X1/2013 memerlukan jaminan kepastian
hukum atas HGB No. 1/Bindu yang dimiliki perusahaandan berdiri bangunan
pabrik di atasnya karena telah diagunkan kepada bank dan berpotensi menimbulkan
masalah pelik di kemudian hari apabila tidak diselesaikannya permasalahan
tumpang tindih ini. Sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, kreditur dapat melayangkan gugatan kepada debitur atas perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain (Bangun, 2016).
Oleh karena itu, permasalahan tumpang tindih ini perlu dianalisis faktor penyebab
dan upaya penyelesaian yang dapat diimplementasikan untuk mengantisipasi
dampak dari overlapping hak atas tanah.

Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sering kali
menghadapi situasi yang rumit, di mana terdapat dilema antara berbagai
kepentingan yang semuanya memiliki tingkat penting yang sama (Marsella, 2015).
Dari persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum antara hukum yang
seharusnya (das sollen) dengan hukum senyatanya (das dein) di mana dalam
prinsipnya di belahan bumi ini tidak ada bidang tanah yang mempunyai posisi yang
sama melainkan bidang tanah mempunyai posisi tunggal untuk tiap-tiap bidang itu
sendiri (Kasyim, 2022). Menurut Anatami (2017), sengketa tanah yang timbul
karena kesalahan dalam penunjukkan letak dan batas-batas bidang tanah menjadi
problematika yang cukup banyak terjadi, sehingga di samping penyajian dan
penyimpanan data penguasaan dan/ pemilikan tanah, proses pengukuran serta
pemetaan dalam kegiatan pendaftaran tanah juga merupakan bagian atau proses
penting yang tidak dapat dikesampingkan sehingga memerlukan perhatian dan
pengerjaan yang teliti dan seksama.

Melalui uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul
Masalah Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Milik Masyarakat dengan Hak Guna

Bangunan Perseroan Terbatas Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan



Komering Ulu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap
masalah tumpang tindih Sertipikat HM masyarakat dengan Sertipikat HGB BUMN
yang dalam hal ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yaitu PT.
Perkebunan Mitra Ogan dimana permasalahan ini mencuat sejak sekitar tahun 2021
ketika PT. Perkebunan Mitra Ogan menerima surat tembusan No. 12/Not-
Al/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Pemberitahuan Status Cek
Sertipikat Agunan PT. RNI (Persero) yang merupakan induk perusahaan dari PT.
Perkebunan Mitra Ogan yang menyatakan bahwa terdapat bidang tanah masyarakat
yang telah bersertipikat di atas bidang HGB tersebut. Kemudian, diajukan
permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk klarifikasi atas status
sertipikat HGB milik perusahaan yang selanjutnya diidentifikasiterdapat tumpang
tindih dengan 8 bidang SHM. Dari hal tersebutlah peneliti membuat beberapa
rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana terjadinya tumpang tindih antara Sertipikat HGB PT.Perkebunan
Mitra Ogan dengan Sertipikat HM masyarakat?
b. Apa faktor-faktor penyebab tumpang tindih penguasaan danpemilikan tanah
HGB PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan masyarakat?
c. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan guna menyelesaikan
masalah tumpang tindih penguasaan dan pemilikan HGB dengan HM yang

berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk menganalisis permasalahan tumpang tindih penguasaan dan
pemilikan tanah yang terjadi antara HGB milik PT. Perkebunan Mitra Ogan
dengan HM masyarakat;
b) Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan tanah HGB milik PT. Perkebunan Mitra



c)

Ogan dengan HM masyarakat di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan,
Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Untuk melakukan analisis dan mengetahui solusi yang dapat menjadi
rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

Kegunaan Penelitian

a)

b)

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta
wawasan bagi peneliti dan pembaca khususnya di bidangagraria dalam
penanganan salah satu tipologi kasus pertanahan yaitu tumpang tindih
penguasaan dan pemilikan tanah.

Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambahkajian
dan pengalaman langsung tentang bagaimana kronologi terjadinya tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan tanah terhadap produk hukum berupa
sertipikat hak atas tanah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan
Komering Ulu. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang digunakan untuk
pengembangan pengetahuan taruna di bidang pertanahan Kkhususnya
terhadap kasus-kasus pertanahan yang melibatkan tumpang tindih hak atas
tanah disuatu objek yang sama. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini
dapat memberikan sumbangsih dalam upaya terselesaikannya tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi dan memberikan kajian
yang mengutamakan aspek keadilan. Kemudian,bagi Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat menjadi
rujukan bagi Kantor Pertanahandalam menjamin kepastian hukum atas
tanah setiap bidang tanah yang ada di Indonesia dan menyelesaikan
permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah yang sering

terjadi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tumpang

tindih (overlapping) Sertipikat HGB PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan Sertipikat

HM Masyarakat di Kabupaten OKU, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. HGB No. 1/Bindu atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan diterbitkan pada tahun

3.

2002 yang berasal dari tanah Negara. Pada tahun 2013 terbit 1 HM atas nama
Ali Kasim dengan luas keseluruhannya 16.360 m? yang tumpang tindih dengan
HGB No. 1/Bindu. Selanjutnya, dilaksanakan PTSL di Desa Lubuk Rukam
pada tahun 2019 dan terdapat 7 HM Masyarakat yang tumpang tindih dengan
HGB No. 1 Bindu dengan luas tumpang tindih 38.489 m2. Total bidang yang
tumpang tindih yaitu seluas 54.849 m? dengan mayoritas HM tumpang tindih
terbit atas program PTSL.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tumpang tindih
antara HGB PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan HM masyarakat di lokasi
penelitian baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terjadinya
tumpang tindih tersebut, yakni: a) Belum terpetakannya HGB dalam Peta
Pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kab. OKU, b) Kurangnya
pengawasan terhadap tanah absentee dan tanah terlantar, ¢) sistem pengarsipan
di Kantor Pertanahan kurang baik. Faktor eksternal terjadinya tumpang tindih
di lokasi penelitian, yakni disebabkan oleh: a) Tidak diterapkannya asas
kontradiktur delimitasi pada saat pelaksanaan pengukuran PTSL, b) Tidak
dilengkapinya syarat administrasi PTSL atau alat bukti tertulis berupa surat
pernyataan, c) Tidak kuasainya fisik bidang tanah, d) Patok batas HGB yang
hilang atau bergeser.

Adapun penyelesaian yang dapat ditempuh dalam masalah tumpang tindih ini
adalah dengan melakukan rekonstruksi batas, musyawarah dan mediasi dengan

masyarakat serta melibatkan BPN sebagai pihak ketiga. Penyelesaian lainnya
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adalah dengan jalur litigasi mengajukan gugatan ke PTUN terkait pembatalan
hak ke Kepala Kantor Pertanahan atas objek tanah yang sertipikatnya

belakangan terbit.

B. Saran
Dalam upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih yang dihadapi,
peneliti menyarankan:

1. Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun
dalam program PTSL, hendaknya Kantor Pertanahan berkomitmen dalam
menjaga kualitas data pertanahan selain mengejar kuantitas pekerjaan agar tidak
terjadi cacat hukum administrasi akibat kesalahan dalam pengumpulan data
fisik dan yuridis bidang tanah.

2. Pemegang hak wajib menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan
mengusahakan tanah sesuai SK Pemberian Hak dan menjaga patok batas
tanahnya.
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